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Abstract: Secular economic system is failed and unable to overcome economic 
problems in Indonesia today. The presence of islamic ecomic system pioneered by 
the establishment of Islamic financial institutions is expected to be alternative 
solutions of the problems. Furthermore, this system is expected to bring better 
atmosphere and prospects as well. This is made possible since the principles of 
Islamic economic system meets the values of humanity, justice and partnership. 
Keywords: sistem ekonomi Islam, solusi alternatif, sistem ekonomi seku-
ler, nilai kemanusiaan, dan keadilan  
PENDAHULUAN 
Sebuah postulat yang benar-
benar tidak bisa terbantah dan tering-
kari bahwa kemajuan per-adaban sua-
tu bangsa akan terefleksi pada sejauh 
mana kemajuan pembangunan eko-
nominya. Karena kemajuan di sektor 
ekonomilah yang mempengaruhi 
kemajuan sektor-sektor lain. Se-
baliknya keterpurukan ekonomi akan 
berimplikasi terhadap ketidakber-
wibawanya para penguasa dan tidak 
berdayanya rakyat. 
Implikasi sektor ekonomi terse-
but dapat terlihat pada aspek pen-
didikan, keagamaan, politik, dan se-
bagainya. Pendidikan akan maju pesat 
kalau ditopang oleh kemajuan 
ekonomi yang memadai. Sosial 
keagamaan akan berjalan lancar kalau 
rakyatnya makmur, dan stabilitas 
politik akan tercapai kalau sistem 
ekonominya kondusif. 
Berbagai mazhab sistem 
ekonomi di dunia telah muncul dalam 
berbagai teori dan implikasinya se-
menjak dahulunya. Katakanlah, seper-
ti mazhab sistem ekonomi kapitalisme 
yang dilahirkan oleh Adam Smith, 
yang telah menguasai berbagai bang-
sa dan negara. Sehingga Adam Smith 
disinyalir sebagai “Begawan 
Ekonomi” dunia. 
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Sistem ekonomi kapitalisme ini 
cenderung terlalu apresiatif terhadap 
hak-hak individu. Sehingga apapun 
bentuk kegiatan ekonomi dengan 
berbagai va-riannya, semuanya dalam 
frame individualistis, kendati harus 
mengesampingkan kepentingan so-
sial. (Iska, S, 2012: 1).  Bahkan 
menurut G.G. Wells, sebagaimana 
dikemukakan oleh A. Manan (1986: 
312), bahwa system kapitalis 
sebenarnya lebih mengarah kepada 
kekuatan pendapatan yang tidak 
terkendali, memberikan peluang un-
tuk mendapatkan kesempatan jahat 
dan pemubaziran. Bahkan menurut 
Afzalurrahman (1980: 2), system 
kapitalis membuat perekonomian ter-
tumpu pada sekumpulan investor dan 
pemerintah tidak punya daya. 
Untuk itu, Karl Marx akhirnya 
mencoba melahirkan kontra sistem 
dengan teori Adam Smith tersebut, 
yakni dengan pola sosialisme, setelah 
adanya gejolak besar-besaran dari pa-
ra buruh di Eropa Timur karena telah 
terjadi eksploitasi kemanusiaan oleh 
para kapitalis. 
Kontra sistem ekonomi Karl 
Marx ini justru menafikan secara radi-
kal akan hak-hak individu, dan 
menyatakan bahwa apapun aktifitas 
ekonomi, semuanya harus berada da-
lam frame sosialistis. Kekuasaan 
ekonomi sepenuhnya berada pada 
negara, mulai sarana produksi hingga 
proses perencanaan. (Afzalurrahman, 
1980: 6). Hal ini tentunya akan men-
gurangi motivasi seseorang untuk 
memacu produktifitas dan daya saing. 
Selain dari kedua teori ekonomi 
tersebut, ada teori yang meng-
gabungkan keduanya, yakni yang 
dikenal dengan teori pembangunan. 
Teori pembangunan ini, menun-
jukkan kemajuan berarti pada negara-
negara maju, seperti Amerika Serikat 
karena didukung oleh dana yang san-
gat memadai. Berbeda halnya dengan 
Indonesia, karena membutuhkan 
dukungan data dari negara-negara 
donor dan Lembaga keuangan inter-
nasional seperti World Bank, dalam 
bentuk pinjaman untuk membangun 
infra dan supra strukturnya. Aki-
batnya banyak negara seperti Indone-
sia terlilit hutang. Akibatnya, maksud 
hati akan mengenjot ekspor, se-
baliknya malah meningkatnya impor 
bahan baku dan tenaga ahli dari nega-
ra-negara donor. Tanpa disadari, 
menurut Umer Chapra (1992: 184), 
negara-negara pengutang dipacu un-
tuk memenuhi keperluan negaranya.  
Titik lemah yang sangat signif-
ikan dari ketiga teori di atas adalah 
sama-sama mengabaikan esensi nilai-
nilai kemanusiaan, setidaknya dalam 
segmen keadilan, dan kebersamaan, 
apalagi normatif keagamaan. 
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Kalau ditukikkan pandangan, 
dan agaknya semua kita bangsa Indo-
nesia merasakan betapa persoalan In-
donesia hari ini tengah berada pada 
keterpurukan ekonomi yang telah 
sampai pada level memprihatinkan. 
Total hutang Indonesia berdasarkan 
catatan Kementerian Keuangan Re-
publik Indonesia per Januari 2019 
mencapai Rp. 4.498,6 triliun. Kondisi 
se-perti ini jelas dipengaruhi oleh sis-
tem ekonomi yang tidak kondusif, 
yakni sistem yang menafikan nilai-
nilai kemanusiaan, keadilan dan nor-
matif keagamaan bagaikan teori 
ekonomi di atas. 
Di antara indikator pola kapital-
isme di Indonesia ini terlihat dengan 
adanya kebijakan perdagangan yang 
berbentuk monopoli dan oligopoli, 
yang hanya mengesampingkan 
keberadaan individu-individu lain, 
kelompok masyarakat secara kese-
luruhan, dan juga telah mempertajam 
jurang pemisah antara yang kaya dan 
yang miskin. Di samping itu, adanya 
sistem moneter dan kebijakan fiskal 
yang membuat pelaku-pelaku 
ekonominya bergelimang dalam 
gurun ribawi (interest). 
Semaraknya kebijakan dan insti-
tusi keuangan yang berbentuk ribawi 
(interest) ini telah membuat tingginya 
ketergantungan para pelaku ekonomi 
kepada bunga. Para pemilik modal 
lebih merasa aman kalau tidak 
menempatkan fresh money-nya pada 
institusi-institusi sektor riil, kecuali 
mendepositokannya di bank-bank 
yang menjanjikan bunga tabungan 
yang tinggi tanpa resiko. Sebaliknya 
pihak bank sendiri, demi aman dari 
likuiditas atau untuk tetap bernafas, 
satu-satunya yang bisa mereka laku-
kan hanya dengan meninggikan suku 
bunga.  
Namun, dengan adanya ke-
bijakan fiskal oleh Pemerintah de-
ngan lahirnya peraturan kenaikan pa-
jak tabungan bagi deposan, misalnya, 
kedua belah pihak; nasabah dan pihak 
bank, menjadi kelabakan dan kasak-
kusuk. 
Agar lebih aman juga, para de-
posan akan menarik dananya secara 
besar-besaran dan mencoba menga-
lihkan ke bank-bank di luar negeri 
yang tidak terkena aturan perpajakan 
tersebut (capital flight). Akibatnya, ter-
jadi depresiasi nilai tukar rupiah dan 
munculnya rush pada bank-bank da-
lam negeri. Untuk mengantisipasi hal 
demikian, pihak bank sendiri akhirn-
ya berupaya menaikkan suku bunga 
yang lebih tinggi lagi, kendati akhirn-
ya dengan cara demikian mereka akan 
berbenturan dengan bunga kredit bagi 
debitur. Sehingga terjadi negative 
spread atau pada pengusaha sektor riil 
akan terpengaruh oleh tingginya 
inflasi. (Jeffri, G. 2001) 
Inilah sebuah ilustrasi gejolak 
ekonomi  di Indonesia hari ini, yang 
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masing-masing pihak bermain demi 
kepentingan masing-masing; pe-
merintah dengan kebijakannya hanya 
memikirkan devisa negara, si deposan 
mencari aman agar tidak rugi, dan 
pihak institusi keuangan memandang 
agar tidak dilikuidasi dan tetap 
“bernafas”. 
Kesimpulannya, semua kecarut-
marutan ini disebabkan oleh sis-
temnya yang tidak “benar”, yakni sis-
tem bunga yang telah mengesamp-
ingkan prinsip keadilan dan kebersa-
maan. Kenapa tidak berupaya untuk 
menoleh kepada sistem yang lebih 
kondusif, yang lebih manusiawi dan 
terikat dengan nilai-nilai keadilan, 
kebersamaan dan keagamaan, yakni 
sistem ekonomi Islam? 
SISTEM EKONOMI ISLAM SE-
BAGAI SEBUAH SOLUSI 
Untuk menelaah bagaimana 
esensi sistem ekonomi Islam ini dapat 
beranjak dari dua segmen; pertama, 
segmen normatif filoso-fis, yakni Is-
lam itu rahmat li al-‘âlamîn, petunjuk 
hidup bagi manusia sejak dahulunya 
sampai akhir zaman, yang pasti juga 
telah mengatur kehidupan ekonomi 
manusia dalam berbagai sektor, pal-
ing tidak pada tataran prinsip-prinsip 
ekonomi. Kedua, segmen empirik, 
yakni Muhammad saw., sebagai 
Rasulullah, pembawa dan penyebar 
ajaran-ajaran Islam, dan para sa-
habatnya adalah pelaku-pelaku 
ekonomi. Pada hal aktifitas kehidupan 
mereka harus menjadi acuan dan pe-
doman bagi masyarakat sesudahnya, 
khusus umat Islam. Tentunya sistem 
ekonomi yang mereka pakai merupa-
kan sistem ekonomi Islam. Oleh sebab 
itu suatu hal yang ironis, kalau ada 
orang yang berpendapat bahwa Islam 
sebetulnya tidak mempunyai konsep 
atau berbicara persoalan sistem 
ekonomi. 
Dalam ungkapan Abdul Manan 
(1986) banyak praktisi menyatakan 
bahwa teori ekonomi Islam itu tidak 
modern, tidak dapat menguji dan 
menjawab masalah-masalah kontem-
porer. Itu terbukti bahwa teori-teori 
tersebut tidak terlihat jelas dalam so-
sio ekonomi masyarakat kontemporer, 
termasuk dalam kalangan mayoritas 
umat Islam. 
Sesuatu yang menarik untuk 
direnungkan, ungkapan ‘Umar ibn 
Khaththab dalam sebuah riwayat. 
(Adiwarman Karim, 2001: 25). Pada 
suatu kali ‘Umar r.a., sebagai Amir al-
Mu`minin mendatangi sebuah pasar 
yang dikuasai oleh pedagang dari ka-
langan non-Islam. Tampak raut 
wajahnya menunjukkan ketidak-
senangan, sampai dia ungkapkan 
kepada seorang pedagang muslim; 
celaka kamu, bila kamu tinggalkan 
perdagangan ini sebagai suatu 
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tanggung jawab. Niscaya suatu saat 
seseorang di antara kamu akan ter-
gantung kepada orang lain di antara 
mereka”. Peringatan ini memberikan 
gambaran bahwa bila perekonomian 
umat Islam tidak dikuasai oleh umat 
Islam sendiri, niscaya mereka akan 
bergantung kepada umat lain. 
Penguasaan ekonomi oleh umat 
Islam tidak akan terwujud apabila 
mereka tidak memahami prinsip-
prinsip dasar dalam sistem 
ekonominya. Perspektif Islam tentang 
uang misalnya, adalah bahwa uang 
bukanlah untuk disimpan di bawah 
bantal, melainkan harus diputar 
(tasharruf) atau dipindahkan dari satu 
tanggan ke tanggan lain. Perputaran 
uang tersebut tentunya harus dalam 
koridor yang sesuai dengan prinsip-
prinsip dasar yang ada dalam ajaran 
Islam. (Baca lebih jauh dalam “Wawa-
san al-Quran”, karya Quraish Shihab, 
1998). 
Setidaknya ada lima prinsip da-
sar yang menjadi landasan dalam sis-
tem ekonomi Islam, sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Adiwarman 
Karim. (2001: 5-6), yakni: 
1. ‘Aqîdah. Dasar utama, perlunya 
keyakinan bahwa secara essensial 
Allah lah yang memiliki apa saja 
yang ada di langit dan di bumi. 
Berarti pada manusia tidak ada 
hak pemilikan, kecuali kewajiban 
pengelolaan dan hak manfaat. 
2. Adil. Dalam pengelolaan harus 
berada dalam koridor keadilan, 
dengan pengertian “tidak men-
zalimi dan tidak pula dizalimi”. 
Bukan dalam maksud “anda ber-
hak atas apa yang anda usahakan” 
sebagai konsep keadilan dalam te-
ori kapitalisme, dan bukan juga 
definisi “sama rata sama rasa” se-
bagaimana konsep keadilan dalam 
teori sosialisme. 
Dalam konsep kapitalisme, 
seorang kaya merupakan cerminan 
dari hasil upayanya, bagaikan si 
miskin juga merupakan cerminan dari 
usahanya. Untuk itu tidak ada kepent-
ingan dan kewajiban si kaya memper-
hatikan si miskin. Sebaliknya dengan 
konsep sosialisme, kekayaan adalah 
hak semua orang, dan tidak seorang 
pun mempunyai hak lebih besar 
dibandingkan dengan yang lainnya. 
Sedangkan dalam Islam, si kaya ber-
hak kaya karena usahanya, selama 
tidak menzalimi dan merugikan orang 
lain serta menyakini bahwa sebahagi-
an yang dimilikinya itu adalah hak 
milik orang lain, yakni si miskin. (Q.S. 
51: 19) 
Wujud tidak menzalimi dalam 
konsep adil versi Islam, di antaranya : 
a. Tidak boleh menimbulkan 
kemudharatan atau kerusakan  ter-
hadap lingkungan, 
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b. Tidak boleh gharâr (penipuan). Un-
tuk itu Islam sangat me-ngecam 
ketidakjujuran; me-ngurangi tim-
bangan, menyembunyikan barang 
cacat, transaksi najasy (si penjual 
menyuruh orang lain menguji da-
gangannya dan menawar dengan 
harga tinggi agar orang lain tertar-
ik untuk membelinya), dan lain-
lain. 
c. Tidak boleh adanya monopoli 
yang berakibat harga menjadi 
tinggi dengan strategi ihtikâr (pen-
imbunan barang, sehingga stok di 
pasaran menjadi langka). 
d. Tidak boleh berbentuk riba dan 
maisyîr (meruginya satu pihak dan 
beruntungnya pihak lain), se-
bagaimana terlihat dalam sistem 
bank dan asu-ransi konvensional. 
Sebagai ilustrasi; bila bisnis nasa-
bah untung 100% per tahun, dia 
akan menikmati sepenuhnya, 
setelah dikeluarkan pembayaran 
20% per tahun ke bank sebagai 
bunga. Sebalik-nya, bila rugi si na-
sabah mendapat dua kerugian ka-
rena juga harus membayar bunga 
20%. Begitu juga bila mobil 
tabrakan, si pemegang polis akan 
mendapatkan klaim asu-ransi Rp. 
200 juta misalnya. Tapi apabila 
tidak terjadi tabrakan sampai batas 
pembayaran premi, maka ia akan 
kehilangan premi yang telah di-
setorkan, Rp. 10 juta misalnya. 
3. Nubuwwah. Artinya mencoba 
merefleksikan sistem ekonomi 
Nabi dalam kesehariannya, karena 
pola itulah yang paling benar. 
Misalnya konsep tasharruf (per-
putaran bisnis) oleh Nabi adalah 
dalam bentuk pembiayaan pada 
sektor riil. Artinya bentuk usaha 
yang dijalankan tetap dalam tata-
ran risk (rugi) atau return (untung), 
seperti sistem mudharabah, 
musyarakah, dan sebagainya. 
Bukan dalam bentuk, niatnya un-
tuk diputarkan, tapi tidak mau 
menanggung resiko, seperti me-
nanamkan uang di bank konven-
sional dengan sistem bunga. 
4. Khilâfah. Maksudnya sistem 
ekonomi Islam tidak bisa berjalan 
secara optimal tanpa adanya 
dukungan political will dan 
pengawasan dari peme-rintah. 
Seperti di Indonesia, umat Islam 
perlu gembira bah-wa untuk 
mewujudkan insti-tusi ekonomi Is-
lam telah ditopang secara konsti-
tusional melalui UU No. 10/1998 
sebagai revisi UU No. 7/1992 ten-
tang perbankan dan UU No. 
38/1999 jo. UU No. 23/2011 ten-
tang zakat, dan UU No. 41/2004 
tentang Wakaf. Persoalan yang 
masih tertinggal agaknya 
pengawasan proaktif oleh aparat 
hukum atas nama pemerintah, 
khususnya perlindungan terhadap 
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konsu-men. Belum terlihat adanya 
perlindungan bagi konsumen dari 
perlakuan gharâr oleh pedagang 
seperti pengurangan timbangan 
atau menjual barang yang 
bercacat, seperti istilah wilayat al-
hisbah yang pernah ada pada masa 
Khalifah Umar ibn Khattab. 
5. Ma’âd, dengan pengertian bahwa 
suatu hal yang harus diyakini oleh 
pelaku-pelaku ekonomi muslim 
adalah bahwa, tindakan ekonomi 
yang mereka lakukan bukan han-
ya bernuansa duniawi semata, tapi 
terintegral untuk kepentingan 
akhiratnya, sebagai muara akhir 
perjalanan kehidupannya. 
Agar prinsip-prinsip dasar terse-
but terinternalisasi dalam berbagai 
kegiatan ekonomi perlu melalui pros-
es pendekatan kultural, yakni tumbuh 
dari desakan dan kekuatan-kekuatan 
yang potensial dalam masyarakat Is-
lam itu sendiri, di samping adanya 
political will dari Pemerintah 
PENUTUP 
Demikianlah sepintas pemikiran 
tentang sistem ekonomi Islam yang 
diharapkan akan mampu menum-
buhkan perspektif yang sama di ka-
langan umat Islam bahwa Islam me-
mang terlihat punya konsep tentang 
sistem ekonomi yang juga aplikatif, di 
samping bernuansa normatif dan 
filosofis. Dan sistem inipun pada da-
sarnya dapat dijadikan sebagai solusi 
bagi persoalan ekonomi Indonesia 
hari ini di saat telah gagalnya sistem 
sekuler yang berlaku selama ini. 
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